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Konsep High Conservastion Value (HCV) layak digunakan untuk menangkis kritik global pada

perusahaan sawit, pulp dan kertas di Indonesia. Kebijakan yang ada saat ini sebagian mendukung

implementasi HCV, tetapi ada beberapa peraturan yang justru menghambat pelaksanaan HCV (UU
39/2014 tentang Perkebunan, PP 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar).

Rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah:

1. Diperlukan revisi UU 39/2014 dan PP 11/2010. agar HCV tidak dikategorikan sebagai lahan

terlantar.

2. Perlu adanya sinkronisasi peraturan terkait Kawasan Ekosistem Esensial dan Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari. Sinkronisasi penetapan HCV dimulai sejak identifikasi lokasi dan pengesahan

RKU.

3. Perlu pembenahan Permentan terkait ISPO agar lebih transparan dan akuntabel.
4. Bentuk insentif yang bisa direkomendasikan antara lain pengurangan PBB seluas areal HCV dan
mendaftarkan pengelolaan HCV dalam skema REDD+.
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Perubahan penggunaan lahan yang cepat adalah
salah satu penyebab utama emisi. Indonesia baru-
baru ini dipojokkan dengan isu negatif terkait
pembukaan hutan dan rawa gambut untuk
perkebunan kelapa sawit dan industry pulp yang
menyebabkan emisi. Salah satu instrument yang

Perlu penerapan konsep lanskap dalam pengelolaan HCV.
Menunjuk pihak untuk melaksanakan koordinasi areal HCV yang tersebar.
Kebijakan identifikasi areal HCV dapat dilakukan bersaman dengan pelaksanaan amdal.

dipakai untuk menjagakelestarian ekosistem pada
wilayah konsesi adalah HCVF (High
Conservation Value Forest).HCVF adalah hutan
yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal,
regional atau global yang meliputi nilai-nilai
ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya.
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